i TSR

Mo

i 1 & U S e Wy e e o 1. W - A
EERTIES s Tu)l-l'JrCJ.T.E"-J.-‘-.Ef.l S L ) IS S S A W O s

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYQ LUES
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BEUPATI GAYO LUES,

mimbang : a. bahwa uniuk melaksanakan keteituan Pasa:l 315 Uncang-
Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Dasrah
scbagaimang  telab diubah  dengan  Peraturan Pemerinwan
-”""-‘159"‘-‘ t lﬁr‘.-:lai".:;;—L. ddrd Nomoer 2 Tahun Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 ientang
Pemermtahar D-’.—;ﬂ:'il.lﬁ: 13‘=--¢1I_.-¢;a;“. Permnernntah Nomor :
2005 lanlang Penge

Keuangan Daerah dan Pasal ] 12

Peralturan Menter Negeri Nomar 13 Tabun 2006 teniang
Pedoman | E{ﬂ:u.::r. gan Daerah schagaima elah

i

divbah beberana | terakhir dengan Peraturan Men tt"'"': Dalam
Neger: Nomaor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ked Atas
Peraturan Manteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun A-"EJD tentang
Pedorman Pengelolaan Keuvangan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyai Kabupaten Gayo Lues bersama Bupati Gayo Lues telah
nenyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK CGave Lues
Tahun Anggaran 2015 sesual dengan Keputusan Gubernur Aczh
Nomor 203-0]1 Tahur 2015 tan gegal 15 Januart 2015 tentang
ancangan (Janun Kabupaten Gayvo Lues Tahun 21
tentang APBY Gavo Lues Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Gayvo Lues Tahun 2015 tentang Penjabaran
APBK Gavo Lues Tahun Anggaran 2015:
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bhahwa penyempurnan scbagaimana dimaksud pada hurul a
dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja
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an 2012 tudak bertentangan

dan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarian
hurul a dan hored
Luecs tentang A
Lues Tanhun Ao

ana dimaksud pade
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Pt B R

Momor &8, Tan 1. Lemb Noegara R 1L“<
Nomor 33172 senapatrnana =;::!c h chiubah ,ﬂg;.;s.n ._J..,_|-_;=J"Ii-f_;-'[..rl".fl?.li".f:'-;

MNomor 172 i
Tahun [5%2, MNomor a2
Indonesia MNoimnr 33691,

Ll baran Megara Republik Indonesia
Lernbaran Negara Republik
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Thaang- L .-rwc Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi _c',:m:
Nepotisme nbaran Negara Republik Indonesia Tahun l“‘:?':.ﬂ.*;
NMomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik | 18513

Indones:a
Momor 3832173;

Li":‘“-f J;‘:iia!ug Nomor 4 Tahun 2002 tenlang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Dava, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh J:.-L}.'}J;. K mn;tc.ﬂ Nagan Raya dan Kabupaten Aceh i
Provins: Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repulblik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4179

wnor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara
: Repubiik [nﬂc*‘.ema Tahun 2003 MNomor 47,
l.:;n"_-:-z:__.e.xn Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 Lf:mc,_né Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo:
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelelaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); =

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Fembanguran Nasional {Lembaran Negara Republik
indonesta Tabun 2004 Nomor 104, Tnmbaudn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Repubdlik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomobr 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Acen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normaor

dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daersh
dan Retsibusi Daerah | (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5049);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarz
Eepublik Indonesia Nomor 3234);

Undang-Undang Momoer .8 Tabhun 2014 tentang Desa [Lembaran
Negara Republilk Irndonesia Tahun 2014 Nemor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5495);
Ur'ld'c':lt'iE'-Lii'lli'i’ir'i"’ Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
244, Ta -:...]|.,,. i mbar an Nmm a Republik Indonesia Nomaor
0087), sebagawnana telsh diubah dengan Peraturan Pemerintsh
Penganti  Undang Lﬁﬂdaﬁg Momor 2 Tahun 2014 Lf-”"1'>1'".ﬂ
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20
tentang Femennianan Dacrah  [Lembaran MNegara ?'ff-r:la,.b K

Republik Indones Qﬁﬂh} v
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CPeraturan Pe

maonesia Tanun 2014 Momor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonzsia Nomor DHBYY,

eraturan  Pemermtan  Nomoer 109 Tahun 2000  tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil l{c,pula Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2001 Nomo
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139} :

. Peraturan Pemerintah Nomor €6 Tahun 2001 tentang Retribus:

Daerah [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4139, 4 =

tah Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokule: :'iag:*. Keuangan  Pimpinan  dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 -Nomor S0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418} sebagaimana telah tig

tigs
3

kali diubah, lerakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomaor
Tahur mef tentang _-‘_-:.nh han KetigaAtas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tanun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan
Keuangan “.rf pinarn r’-aw Anggota DPRD  (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan L,f*ml_f ran
Negara Republix Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035 tentang Pe engelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NE)[“‘{“‘ 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Nomor 43502} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

. Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4¢575);

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4376), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah -\-.‘-I'-“”-r' &5 Tahun 2010 tentang
Perubahar Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
lentang Hi~::.f-*"11 Inlormasi 't{a-:i_':a_rlga_r_- Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indondsia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor D155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 ahu n 2005 ~=mdng Pengelolaan

Keuangan Dasrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Iﬂrnha.‘.an utmhdra:. Negara Republik

Indonesia Tahun 4578);

2Z. Peraturan Perneriﬂ,tah%m

,=..
PR




[
[

()
La

h)
P

26.

. Peraturan Pemerinteh Nomor

it

~Peraturan pemeriniah Nomor 65 Tahun ADOB Lamang p-:*d SITan

Penvusunan dan  Penerapan Standar Pelayanan Winumal
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 130,
Tambahan Lembaran Negara Reoublik indonesia Nomor 4583

7% Tahun 2005 tentang Df-*:ir}man
Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraaﬂ Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 20 05 Nomor

165, "'“ar‘.“.!:-m_.em Lembaran Nuga.ra Republik Indonesia Nomor

=
a3

x'{

_Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan dan .-{int*rj Instansi Daerah, (Lembaran WNegara
Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomer 25, Tc.l'l._ bahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia 4614,

o

. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelernggaraan  Pemerintah  Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informas: Penyelenggaraan
DF‘TLE‘I"“‘!"‘.!“. Kepada Masyarakat [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Ta"nbar‘a* Lembaran Negara
Rﬂpubs:i ndonesiz Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerntahan (Lembaran Negara Republik Indoncsia

123, Tambahan Lembaran Negara Republik

TS

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2311 tentang Pinjamar

Caerah (Lembaran Negara RC]JLwhk donesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lemabaran Negara Republi'&{ Indonesia Nomor
22 19);

28. Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 ten

30
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CPeravuran Pemerintah Momor 27 Tahun 2014

tang T--' i '7:- f
Daerah [Lembaran MNegara Republik Fneig -n*qa Tahun 2012 M
2, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomo

Pengelolaan Barang Negara/Daerah {Lembaran Negara
Indonesa .;hL’.‘. “J'I 14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);

Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 201 4 Tentang Perzturan
Peglaksanaarn Undang-Undang Tentang Dc‘:sa (Lembaran MNegara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

. Peraturan Presiden WNomer 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

LilE

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana L(‘lﬁh diubah beberapa
kal terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 1entang Pengadaan | Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan ';,-.31;*.':3“_a:“-_l.‘ni;__;, y Republik Indonesia Nomoer 5334);
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33. Pergturan Menteri &€/ vl
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¢
o

Pt Lran Menier: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaanr Keuangan Daerah, %Ebagdtﬂana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Ne:ger. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T’i‘ldw 2011 tentang

I

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berqu.mubr
Dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daﬁra”’* ‘3'35\_:'-_‘5&11'*'15]_13
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NEgET‘l Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor H40);

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor | Tahun 2014 tentang

Pembenty

an Produles Hukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia T:

huan 2014 Nomor 32);

o e

CPeraturan Menleri Dalam '\'f”{: Momor 37 Tahun 2014 tent ang

Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daesrah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Neomor 6380, T

cQanun Kabupaten Gayo Luess Nomor 2 Tahun 2008 teniang

Pokol-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupater: Gayoe Lues Tahun 2008 Nomeor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gavo Lues
Nomor = Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues

il

Tahun 2013 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

Dan
BUPATI (3AYO LUES

MEMUTUSKAN ;

pean - QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN ‘BETF&NJ& BRABUPATEN GAYO LUES TAHUN
ANGGARAN 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2015 Anggaran sebagai

berikui

i F""f"lfnlr'il. an Daerah R 801.351.951.208.6

2. Belanja Daerah Rp 810.018.188.270 -
Surplus/(Defisit) F‘ (Ep 8466237 061,

3. Pembiayaan Daesrah: '

Rp 11.466.237.061,36

b. Pengeluaran s D 3.000.009.000,- {-]

Pembiayaan Neto. Leus, il
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Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun,

Berkenaan Fp. Q,-
Pasal 2
Pendapatan Dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Pendapatan ﬂ..:h Daerah seyumlah Rp. 28.347.657.864,-
h. Dana Pernimbangan w'l"f Rp.516.327.3403.853,-
¢. Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah sejumlah Rp.256, ATE.952 301 .64
Pendapatan Asli Daerah schagaimana dimaksud pa_c' A ayat (1) huruf a terdin
dari jp* 1S
pendapatan :
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp  1.853.043.464,-
b. Hasil Retribusi Daerah sejumliah RKp 12.847.2585.500,-
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan sgjumlah - Rp 1.887.31%.000 -
d. Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadakah Rp  4.600.000.0C0,-
¢. Lam-lain pendapatan asli dasrah s Ejut‘ll Rp 7.160.000.000,
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis '
pendapatan : 1 g
a. Bag! Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan F'alak sejumlah Rp 31.187.861.853,-
b. Dana nlc}kasl LTrlL.m sejumlah _ Rp 416.868.03%9.000 -
c. Dana Alokasi Khusus sgjumlah ' Rp ©8.271.440.0007-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf ¢

terdin -.’_iF:xl'i jenis pendapatan

a. Dana Bag: Hasil Paiak Dar! Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp 22.927.117.284,64
. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 23.934.902.000,-
& irm:uan Keuangan dari Provinst atau Pemerintah
2aerah Lainnya - Ep. Z200.855.367.107
¢ [Dana Alpkas: Desa Rp 0.155.566.000,-
Pasa: 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. [Belanja Tidak Langsung sejumiah FEp 273.671.384.861,-
b, Belanja Langsung sejumlah Rp 536.346.803.4089,-

| Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

L=

dar: jenis

belanja :

Helama Pegawal sejumlah Rp 191.925.135.344 -
l>. Belanja Hibah sejumlah Rp 18.405.000.000,-
C, !ju.aﬂja Bantuan Sosial sgjumlah Rp 12.720.000.000,-

N

¢, Belamja Bantuan Keunangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahen Desa
seiumlah Rp 44.47
i, Belanja Tidak Terduga sejumlah RP &:.1'D

*
(3], Belanja Langsung _.é.‘?#«f b



—TTan]e Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari jenis

i 21

Uraian lebnh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belc\ua Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 'arr":lr

pelanja

»  Belanja Pegawal sejumlan Rp 47.829.212.500,-

b. Belanja Barang dar Jasa sejumlah Ep 207.110.728.190,-

¢. Belanja Modal sejumlah : Rp 281.406.862.71%;-
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dar:

a Penernmaan sejumlah Rp 11.466.237.061,35

. Pengeluaran sejumlah Rp  3.000.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a terdiri dam jenis

nemblayaan .

"%'Lr".ﬂa tahun anggaran sebelumnya sejumlah REo 11.466.237.061,36

fr. Pencalran Dana C dangan sejumlah R Q.-

c. Hasil Penjualan Kekavaan Dasran yang Ep .-
Ihpisahkan sejumiah

|‘_| 1,-|(-.,.1r,~| 18T Pi"ﬁ:a."'lfi 5 r-‘af'“"".l:" in”l]’".l’-‘]" HF‘ f}_

¢. Penernimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlahRp s

{. Penerimaan Piutang Dagrah sejumlah Rp (¥

FPengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b terdiri dari jenis

pemblayaan !

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp Q,-
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp  2.000.000.000,-
‘Ell:l'i'l_l'f"ﬂ&h
¢. Pembayaran Pokok Utang '“_-L_, umlah Rp . (Y,
i. Pemberian Pinjaman Daeral sgjumlah Rp {,-
Pasal 5

tidak terpisahkan dari QQanun ini, terdin darn ;

&

-
el

l. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnva yang

Lampiran | Eingkasan APBE;

yang merupakan bagian yang

Lampiran II  Ringkasan APBX menurut urusan pemerintahan kabupaten dan

C‘l’gc“lllﬁmﬂl;

Lampiran [l Rincian APBK menurut urusan pemerintaha

ahan kabupaten,

organisas:, pendapatan, belanja dan pemblayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan kabupaten,

organisas. dan kegmatan;
Lampiran V  Rekapitulast o

anja kabupaten untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan Kabupaten dan fungsi

kerangka pe ”"ﬂ“'mlnul xeu angcm Ne gara'
Lampiran V1 Daftar jumiab pega
Lampiran VII Daftar piutang
Lampiran VIII Daﬂa:' el
Lampiran [X  Daftar perkiraan

per jabatan,

stasy daerah.
_."f-"'l._qmbal“ an dan penggurangan aset tetap;
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

: angga;ar 1n1;
Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
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LEMBARAN DAERAH FARUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR 72 -



